
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROV I]\ISI MALL'KLT IJTARA

PERATURAN BUPATI HAI-MAHERA BARA

NOMOR 47 TAHUN 2A22

TENI-ANG
..ESA NTOI'' PARIWISATA KOTA PUSAh{

DENGAN RAHMAT TTJHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

a. bahr,va rnencennati pelaksanaan proyek perubahan Reformer

Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Badan Pengetrbangan

Sumber l)aya Manusia Angkatan V atas nama : Fenny Kiat, S.STP,

mendorong pengembangan parirvisata berbasis pemberdayaan, maka

perlu dilakukan pengembangan proyek perubahan "Esa Moi"

Parilvisata Kota Pusaka" yang terintegrasi dan berkelaniutan secara

digital;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang "Esa

Moi" Pariwisata Kota Pusaka.

L Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 ter:ltang Penetapan Undang-

undang Nornor 23 Darurat 'fahun 1957 Tentang Pernbentukail

I)aerah-Daerah S*'antantra lingkat II dalam rvilal.ah Daeralr

Sr.vantantra "ii ngkat i Maluku menj adi t-Indang-un&rg;
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2. Llndang-undang Nomor 46 tahun I999 tentang pembentukan provinsi

Maluku lJtara, KabLrpaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

Barat sebagairnana telah diubah dengan Undang-un<iang Nornor 6
Tahun 2020;

3" undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabr"rpaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan,

Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Harmahera Timur dan Kota

Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.

4. undang-undang Nornor I0 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

5. Undang-undang Nomor 1l Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

6. Undang-undang Nomor -5 Tahurn 2014 tentang Aparatur sipil Negara;

7 undang -undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintahaa

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil,

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat iI;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 9 Tahun 2019

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan naerah rahun

2016 - 2A36.

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor z tahun 20zl
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten

Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

UIEMT]TT,ISKAN :

PERATURAN BUPATI I{ALMAHERA BARAT TENTANG "'ESA

MOI" PARIWISATA KOTA PUSAKA
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BAB I

KETE]YTL]AN TJ}ITIM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang diinaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.

2. Pemerintah naerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur.

penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Halnrahera Barat.

4. sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.

5. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.

6. Kepala dinas adalah pirnpinan bagian kantor pernerintah, yang membantu Bupati dalarN

melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Proyek perubahan adalah kumpulan idelgagasan yang harus diimplernentasikan sehingga

menladi inovasi.

8. Esa Moi merupakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di 3 Kota pusaka dalarn

rangka rneningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAi)) melalui peningkatan angka

kunjungan wisatartan serta peningkatan kualitas promosi melalui di_uitalisasi.

9. Esa artinya Satu, Moi artinl,a Bagusllndah, merupakan model Kerjasama terintegrasi

program Kota Pusaka. Esa Moi adalah falsafah suku Tabaru yang artinyasekandung.

10. Kota Pusaka adalah sebutan yang dipakai oleh daerah-daerah yang menjadi anggota

Jaringan Kota Pusaka Indonesia (jKpI).

I I Integrasi adalah penibauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

12' Parirvisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan

pemerintah daerah.

13. Promosi ialah proses yang digunakan untuk mengantarkan data inforrnasi terhadap

sasaran pasar, rrengenai perihal - perihal yang berkaitan dengan produk, harga, tempat

produk yang dijual dengan melaksanakan ajakan ataupun persuasi vang bertujuan agar

sasaran bersedia melaksanakan pembelian.

i4- Digital adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi infbrmasi clan komunikasi.

15. Digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.



Informasi Digital adalah proses rnengubah berbagai infonnasi, kabar, ataur berjta dari
forinat analog rnen;arli firrmat itrigital sehingga lelrih mudah Lrntuk untuk diproduksi-
disimpan, dikeloia, dan didistribusikar:1.

Barcode adalahsuatu kumpurlan data optik yang dibaca nresin. I3arcode mengurnpulkan

data dari lebar garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode i:atang ata*
simbologi Iinear atau ID (I dirnensi).

Relawan adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela clalam proyek perubahan

'Esa Moi".

Bagian Kedua

RUANG LINGKUI}

Pasal 3

{1) Fengembangan Pemasaran parirvisata. budaya dan ekonomi kreatif

{2) Pengembangan Promosi parirvisata secara cligital sebagai sarana infonnasr clar-r

komunikasi

16.

t'7

18.



BAB IIi
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

TUJIJAN

Pasal4

(1) Terintegrasinya kornunitas digital Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Ternate

dan Kota Tidore Kepulauan

{2) Teru'ujudnya peningkatan angka kunjungan wisatarvan Kota Pusaka }-{ahnahera Barat

melalui keriasama paket wisata konr,'ensional dengan Kota 'fernate dan Kota Tidore

Kepulauan

{3} Tersedianya intbmasi parirvisata melalui Barcoding terintegrasi antara Kota pusaka

Halmahera Barat dengan Kota T'ernate dan Kota Tidore Kepulauan

(4; Terrvujudnya kerjasama Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota Temate dan Kota

Tidore Kepulauan melalui MoU sebagai sarana pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(5) Terintegrasinya seluruh layanan rvisata Kota Pusaka Halmahera Barat dengan Kota

Temate dan Kota fidore Kepulauan

(6) Tersedianya paket rt"isata tematik Kota Pusaka Halmahera Barat dengan K6ta Ternate

dan Kota Tidore Kepulauan

(7) Terlvujudnya Implementasi MoU Kerjasama Terintegrasi Kota Pusaka rlelalui peraturan

Daerah masing-masing(Ifubupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore

Kepulauan)

(8) T'erwujudn-va "ESA MOl" menladi *system infonnasi nasional pariwisata di Maluku

Utara. .

Bagian Kedua

SASARAN

Pasal 5

i1) Mengintegrasikan dan rnengimplementasikan Kerjasama terintegrasi Kota pusaka

Halmahera Barat dengan Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan

(2) Mengintegrasikan komunitas digital Kota Pusaka HalmaheraBaratdengan I(ota Ternate

dan Kota Tidare Kepulauan melalui Peraturan Bui:ati dan atau Waiikota masing-masing

daerah.

{3} Meningkatkan angka kunjungan rvisatau,an Kota Puseka Halmahera l}arat ilengar: K*ta.

Ternate dan Kota Tidore Kepuiauan melalui paket wisata terintegr+si.



{4J Meniiediakan inftlnnasi parilvisata rnelalui l3arcoding Kota Fusaka Flalmahera Barat

dengan Kota llernate dan Kota l'idore Kepulauan

{5) Mer'ru3udkan "ESA MOI" menjadi sistem infblnasi Nasjonal pariuisata di Maluku
Utara. .

Bagian Ketiga

MANFAAT

Pasal 6

Menjadikan Kota Pusaka Halnrahera Barat sebagai role model destinasi rvisata unggulari

berintegrasi dengan Kota T'ernate dan Kota I'idore Kepulauan untuk mervujuclkan .

a. Aksesibilitas dan Promosi Parirvisata herbasis riigital Kota Pusaka Halnahera Barat

dengan Kota Ternate dan Kota I'idore Kepulauan

b. Meningkatkan k*alitas program yang rebih efektif dan efisien

c. Memperkuat kelembagaan kemitraan

d. Membuka Lapangan Kerla sektor parir.visatad. Membuka Lapangan Kerla sektor parilvisata

e. Peningkatan Pendapatan Ekonomi

f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pAD)

g. It{emudahkan Akses Inforrnasi ,.r : 'r;:: .,,,

BAB IV

LOGO, VISI DAN MiSI

Bagian Kesatu

BENTUK DA},l MAKNA LOGO

Pasal 7

{t) Bentuk Logo

in}"HrAMol
{2) Makna logo adalah :

'd. Terinspirasi dari Perisai Maluku Utara yaitu Salarvaku, yang menggambarkern bahrva

daerah Maluku utara yaitu Hahnahera barat, Ternate dan Tidore saling terkoneksi.

i ..r "r.i:iI



tr^

dan tergabr"rng dalarn Jaringan Kota Pusaka Indonesia IJKPI). Logo ini <likernas

dengan rnenggabungkan unsur tradisional daerah dan teknologi modern.

f-* memvisualkan huruf "M" yaitu Moi, dar* * memvisualkan sebuah connecting

dengan membentuk sebuah lrr-ru{"'E"'pada ujung kiri iogo _vaitu Esa dan pada u.iung

kanan merupakan SDM-nya" yang msrangkul dan menibentuk setruah kesatuan

perisai dari i daerah yaitu 1-Ialmahera Barat, 'Iernate dan Tidare -vang dipersatuka*.

Falsafah Esa MoiArtinya Sekandung (Konotasi : Popoji Mol) merupakan cara

pandang Orang Tabaru terhadap Tesatne manusia r"ang masih berlaku hingga

sekarang. Falsafah esa moi rneniadi &cuan bagi orang-fabaru di tengah kebhinekaan

dalarn bingkai NKRI.
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BAR V

SISTIM INTEGRASI "ESA }/fOI" PARIWISATA KOTA PUSAKA

Pasal 10

Sistim Vertical lntegration merupakan proses mengintegrasikan sub-sr-rb sistsm

berdasarkan fungsionalitas dengan menghubungkan sub-sub sistem yang sudah ada

tersebut supaya bisa berinteraksi dengan systerr terpusat.

Sistirn Star Integration adalah proses mengintegrasikan seistem dengan cara

menghr-ibungkan satu sub system ke semua sub-sub system lainnya.

Sistim Horizontal integration merupakan metode yarlg mengintegrasikan sistem dengan

cara membuat suatu Iayer khusus yang berfungsi sebagai interpreter. dimana semua sub-

sub sistem yang sudah ada akan berkomunikasi ke laver tersebut.

i1)

{2}

{3}

Bagian Kedua

ViSI

Pasal 8

Se-HaTTi adalah singkatan dari Sustainable Halmahera Barat, Ternate dan Tidore

(1)

(2)



BAB VI

DUKUNGAN RELAWAN KOMUNI]'AS

Pasal I 1

{ I i Dalani menvelenggarakan proyek perubahan Esa Moi pariwisata Kota prisaka

Hahlahera Barat dengan Kota I'enrate dan Kota Tidore Kepulauan 6ibant* rslawan
komunitas yang bergerak pada kegiatan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Kcta
Pusaka (Halrnahera Barat, Ternate, I-idore)

{?.} Relarvan sebagaimana dirnaksr-rd ayat (l ) ctikukuhkan oleh Kepala Dinas

i3) Relarvan akan diberikan penanda status keangg'taan

i4) Relarvan dibekali dengan pelatihan^ bimbingan teknis dan pengembangan kapasitas

{5} Relau,an bertugas untuk :

a. Melakr_rkan promosi parirvisata multimedia

b. Menghimpun data dan infonnasi parirvisata

c. Berpartisipasi dalam event kepariivisataan

sekali atau sesuai dengan
(7i Tugas dan

keL;ritr:harr.

akan dievalusi setiap enam bulan

RAl3 Vii
PI:i\.tltlAyAAi\j

S*cai;t i:ia3'a ;"ang timl"rul atas dililkserraken*ya kegiat*n ini, ilapat dibebar":ka* ilalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rnelah-ri DPA Dinas pariwisata dan

Kepenr udaan Ol ahraga Kabupaten Hahnahera Barat.

BAB VIII

KET'ENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal teknis yang belr"rm diatur daiarn Peraturan Bupati ini akan diatur oleh hemudiar

dengan keputusan Kepala Dinas parir.visata dan Kepemudaan olahraga.
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BAB IX

PENiJTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di.lailolo
Pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI BARAI',

BARAT

BERiTA DAERAH KABUPATEN HALMAHI1RA BARA'I NOI\,{OR 47 TAHUN 2022

Sulinun sesucti dengan aslirryu

Kepala Bagian llukum dan Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

lopas Lalomo, SII, LL.M
lVla

f.i,,:,

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah tr
Ass. Bid. Adm. Umum W
Kadis Parin'isata 8{
Kepemudaan Olahraga @

V
{

JAMES UANG

Jason

1282406041 009
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Diundangkan di "lailolo

Pada tanggal 19 Mei2A22

AHRIL ABDT]L RADJAK

SEKRETARIS DAERAH


